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1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya melibatkan berbagai aspek kehidupan.
Pemerintah berperan dalam menyediakan berbagai pelayanan publik yang
dibutuhkan masyarakat, baik berupa regulasi maupun dengan cara lain untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,
transportasi, dan lain-lain. Pedoman penggunaan pelayanan publik adalah
Undang-undang No. 25 Tahun 2005. Dijelaskan dalam undang-undang,
pengertian pelayanan publik adalah salah satu atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan hukum dan peraturan tentang
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi setiap negara dan penduduknya
yang disediakan oleh penyedia utilitas.

Instansi pemerintahan adalah lembaga politik dengan aspek ekonomi. Ada
beberapa kasus, instansi pemerintahan akan mengeluarkan berbagai jenis
pengeluaran, termasuk : biaya operasional dan pembiayaan biaya modal. Instansi
pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya untuk memperoleh
mendapatkan untuk menutupi biaya tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini
pemerintah memang membutuhkan jasa akuntansi untuk meningkatkan kualitas
pengendalian dan memperoleh informasi keuangan yang akan digunakan sebagai
basis ekonomi. Namun, tujuan badan pemerintah berbeda dengan perusahaan

umum, dan tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan.



Terdapat kesalahan pencatatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ini karena adanya tugas ganda, dimana tugas yang diberikan
tidak sesuai dengan kinerja yang ada, sehingga staff yang bertugas mendapatkan
rangkap tugas, sehingga mengakibatkan adanya salah pencatan di laporan
keuangan, dan adanya perbedaan catatan laporan keuangan di bendahara
penerimaan dengan bagian Financial Accounting. Maka dari itu bendahara dan
bagian Financial Accounting harus mencocokan lagi laporan keuangan.
Transparansi dan akuntabilitas adalah entitas yang saling melengkapi. Dalam
menghadapi perkembangan saat ini di dalam dan luar negeri, sangat penting untuk
menerapkan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan yang adil, jelas dan
bertanggung jawab bagi daerah, melalui struktur, pengelolaan, penggunaan dan
pengelolaan keuangan sumber daya nasional di pusat dan daerah, meningkatkan
sesuai dengan prinsip demokrasi, dan keadilan.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah yang baik berfokus pada pengelolaan dana secara desentralisasi secara
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat luas. Penggunaan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk penyusunan laporan keuangan
diharapkan dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas. Upaya perbaikan
seperti ini yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah tampaknya belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan masih ada pemerintah
daerah yang masih kurang teliti dalam menyusun laporan keuangan tersebut,
terutama karena berbagai alasa. Di tingkat nasional, peraturan yang dikeluarkan

oleh Departemen Daerah juga mengalami kesulitan yang berasal dari siklus fiskal



pemerintah daerah. Mulai ari pengesahan anggaran hingga penyusunan laporan
keuangna, karena regulasi yang rumit. Selain itu, tampaknya jarang pemerintah
daerah mempublikasikan laporan keuangan (melalui surat kabar, internet, atau
sarana lainnya). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
ini sebenarnya sudah dianggap dapat melaksanakannya dan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah lama menerapkan sistem
pencatatan double entry.

Aset adalah hak dan kekayaan negara dan merupakan bagian dari
keuangan negara. Informasi aset di neraca menggambarkan kekayaan ekonomi
yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kondisi aset pemerintah daerah yang
dilambangkan di neraca berupa aset lancar. Investasi jangka panjang, dana
cadangnan, aset tetap, dan aset milik sendiri lainnya. Suatu intansi pemerintah
yang melaksanakan rencana dan kegiatan untuk mencapai tujuan jangka pendek
dan jangka panjang, dengan harapan intansi tersebut dapat meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan sumber daya
manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
pengembangan kegiatan usahanya. Keuangan harus dikelola dengan baik, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dicapai dengan menyusun laporan
keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Tujuan dari akuntansi aset ini adalah untuk memahami bagaimana instansi terkait
beroperasi pada pengelolaan aset yang ada. Dengan sistem akuntansi yang baik,

aset yang dimiliki akan digunakan lebih efektif, sehingga meningkatkan Kinerja



layanan pemerintah tertentu. Sistem pemerintah daerah ini didasarkan pada
prinsip pelayanan publik untuk lebih meingkatkan pelayanan publik, termasuk
transparansi, akuntabilitasm persamaan hak dan kewajiban, dalam rangka
mewujudkan Good Governance. Pemerintah yang baik memiliki  ciriOciri
kepercayaan, legimitasi, dan tanggung jawab masyarakat, serta daat merumuskan
kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum.
Pelaksanaan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada besaran pendapatan
yang akan diperoleh daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana
daerah dapat memberikan rasa pengelolaan keuangan yang lebih adil, wajar,
transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pembukuan aset intansi pemerintah, dan dapat
memberikan informasi yang relevan dan terpercaya, yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar pemngambilan keputusan serta kegiatan yang dilakukan
oleh dinas terpadu satu pintu. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur Kinerja keuangan pemerintah adalah akuntansi pemerintahan. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir mengenai sitem
akuntansi yang ada di instansi tersebut dengan judul ‘“Penerapan Sistem
Pelaporan Akuntansi Keungan Daerah Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mewujudkan Transparansi Dan

Akuntabilitas Kabupaten Gresik”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dia atas, maka dirumuskan

masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penerapan sistem pelaporan akuntansi keuangan daerah di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik dalam rangka mewujudkan transparansi?

2. Bagaimana penerapan sistem pelaporan akuntansi keuangan daerah di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Gresik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui  bagaimana penerapan investasi dan pelayanan sistem
akuntansi keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dicantumkan, maka
manfaat penelitian ini dapat digunakan oleh:
1. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau
evaluasi instansi atas pelaksanaan kegiatan penerapan sistem akuntansi
keuangan daerah, sehingga instansi dapat lebih berperan dan
memudahkan masyarakat untuk memahami bahwa sistem akuntansi di
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu itu transparan

dan terakuntabilitas serta bertanggung jawab dalam investasi.



2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini ditulis oleh penulis yang harapannya dapat sebagai sarana
mengembangkan wawasan dan pola pikir pembaca. Serta untuk penulis
selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding, dan salah
satu sumber informasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya dengan

judul yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan
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Bab ini mencakup latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan

penelitian, manfaat penelitia, dan sistematika penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang

mendasari dan mendukung penelitian.

BAB IIl METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan desain penelitian, batasan penelitian,

data dan metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang gambaran subjek penelitian,
hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Pada subjek penelitian akan

menjelaskan topik tentang sejarah singkat instansi, visi msi dan strategi



yang ada di instansi, struktur organisasi, job description, dan profil

instansi.
BAB V PENUTUP
Bab ini ber an hasil penelitian yang dilakukan n untuk
penelitian g akan dilakukan pada topi ma dan
perusahaan erbeda, dan akan

pengawas untuk



